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ABSTRAK 
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU                              
Oleh : CHELSI NIZARA O.K  
     01770423562 
Kas merupakan harta yang paling lancar (liquid) yang paling mudah disembunyikan 
atau di hilangkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal kas perlu di susun 
dengan cermat, berhati-hati dan lengkap agar tidak terjadi kecurangan dan 
penyelewengan. Penelitian ini di lakukan di badan perencanaan pembangunan 
daerah, penelitian dan pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau. Dalam 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengendalian 
internal kas yang diterapkan pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, 
mengolah dan menginterprestasikan data yang diperoleh sehingga dapat 
memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas telah sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang ada. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas di tinjau 
langsung oleh Pimpinan dan setiap transaksi pengeluaran kas di otorisasi oleh pihak 
yang berwenang. Sistem pengendalian internal kas di BAPPEDALITBANG pun telah 
sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No.60 tahun 2008. 
 
Kata kunci  : Kas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Riau, Sistem pengendalian internal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Masalah yang di hadapi pimpinan dalam menjalankan sebuah instansi 
baik swasta maupun pemerintahan menjadi semakin kompleks dan semakin sulit 
untuk dikerjakan sendiri. Salah satu contoh dari masalah yang sering di hadapi 
setiap instansi pemerintahan adalah cara pengelolaan kas yang aman. Maka 
peranan akuntansi dibutuhkan untuk menjalankan tata kelola yang baik. 
Akuntansi didefinisikan sebagai seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, 
mencatat dan menghasilkan laporan. Untuk menghasilkan laporan tersebut maka 
dibutuhkan pengendalian dan pengawasan agar laporan tersebut menjadi akurat. 
Pada Instansi Pemerintahan, Laporan Keuangan yang disajikan harus 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 
60 tahun 2008 yang menjelaskan tentang unsur-unsur Sistem pengendalian 
pemerintah salah satunya yaitu pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas 
yang tepat. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan 
efisien Menteri/Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota 
wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.  
Fungsi pengendalian dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sistem 
Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral 
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pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. (PP RI Nomor 71 Tahun 2010).  
Kas merupakan harta yang paling lancar (liquid) yang paling mudah 
disembunyikan atau di hilangkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal 
kas perlu di susun dengan cermat, berhati-hati dan lengkap agar tidak terjadi 
kecurangan dan penyelewengan. Instansi pemerintahan membutuhkan suatu 
pengendalian yang cukup untuk menghindari segala bentuk penyelewengan yang 
akan merugikan. 
Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan 
masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada 
mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. 
Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada 
gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Untuk itu, 
diperlukan adanya pengendalian internal guna mencegah terjadinya 
penyelewengan dan penyalahgunaan kas.  
Pengendalian dapat diartikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan 
aktivitas-aktivitas dari instansi pemerintahan agar sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian 
instansi tersebut, instansi menyusun suatu sistem pengendalian internal yang 
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memadai. Pengendalian Kas berfungsi untuk menciptakan prosedur-prosedur 
akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penggelapan, 
pemborosan terhadap harta kekayaan instansi, atau praktek - praktek lain yang 
dapat merugikan instansi tersebut. 
Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus 
menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung 
jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab 
tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang 
bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk mengawasi pengeluaran kas, 
maka diperlukan pengendalian intern yang baik terhadap kas yang memerlukan 
prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas.  
Prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengawasi kas, bisa berbeda-beda 
antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. Hal ini tergantung pada 
berbagai faktor, seperti besarnya lembaga pemerintahan, jumlah karyawan, 
sumber-sumber kas, dan sebagainya. 
Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, diharapkan harta serta 
data akuntansi milik instansi tersebut akan terlindungi, usaha efisiensi instansi 
tersebut meningkat dan terjamin keandalannya, serta garis kebijaksanaan 
manajemen akan dipatuhi oleh setiap pegawai. Berdasarkan landasan pikiran di 
atas, maka dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul “Sistem Pengendalian 
Internal Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau”.   
4 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan judul yang diambil, maka permasalahan yang akan penulis bahas 
dalam tugas akhir ini adalah apakah pengendalian kas dalam kantor tersebut 
sudah secara efektif atau belum. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk 
membahas pengendalian kas di kantor BAPPEDALITBANG yaitu : 
“Bagaimanakah sistem pengendalian internal kas yang di terapkan di kantor 
badan perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau” ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem 
pengendalian internal kas yang di terapkan pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembang Provinsi Riau dan untuk 
mengetahui apakah sistem yang diterapkan tersebut sudah berjalan dengan 
efektif. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah 
1. Bagi penulis 
Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sistem pengendalian 
internal kas yang di lakukan oleh instansi pemerintah tersebut  
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2. Bagi Instansi 
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait untuk 
memperbaiki sistem pengendalian yang akan berguna untuk membuat 
kebijakan yang terdapat dalam mengambil keputusan yang tepat dimasa 
mendatang. 
3. Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, tambahan informasi, dan 
arah untuk meneliti selanjutnya, khususnya terhadap sistem pengendalian 
internal kas 
1.4  Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau di Jl. 
Gajah Mada, Pekanbaru. 
1.4.2 Waktu Penelitian 
Penelitian dimulai dari bulan Maret 2020 s.d April 2020 
1.4.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder 
1. Data Primer 
Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa penelitian 
berupa wawancara langsung mengenai prosedur pengendalian internal kas 
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2. Data Sekunder 
Data yang sudah diolah dan disajikan oleh kantor pemerintahan yang sudah 
jadi seperti struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-
masing tugas. 
1.5 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai Pegawai Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi 
Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir. 
2. Dokumentasi  
Yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh Badan 
Perencanaan  Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Riau. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang 
terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN                                
 Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan  
 masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 
 dan sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN   
  PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN     
  PENGEMBANGAN         
 Pada bab ini penulis akan membahas sejarah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, 
struktur organisasi, visi misi, dan uraian tugas struktural instansi. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian dari sistem 
pengendalian internal kas,tujuan dan fungsi dari pengendalian kas 
tersebut,unsur-unsur yang terdapat pada pengendalian kas 
tersebut,jenis-jenis pengendalian kas,prosedur penerimaan dan 
pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal kas pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Riau 
BAB IV : KESIMPULAN 
 Bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penjelasan 
 penjelasan sebelumnya. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI 
RIAU 
 
2.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu badan yang 
langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu 
usaha untuk menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan 
kesinambungan pembangunan di daerah.Landasan dasar dan Kronologi 
pembentukan kelembagaan Bappeda Provinsi Riau dan personil adalah sebagai 
berikut :Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1974 tentang pembentukan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang susunana 
Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah. 
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts 
94/VII/75 tentang pembentukan badan perencanaan Pembangunan Daerah 
Tingkat 1 Riau,Tanggal 23 Juli 1975,ditanda tangani oleh Gubernur Riau 
Arifin Ahmad Ketua Bappeda Tingkat 1 Riau pertama kali dijabat oleh Bapak 
Drs.Rivaie Rachman dengan jumlah personil 25 orang yang terdiri unsur 
Setwilda Tingkat 1,Perguruan Tinggi dan Dinas Instansi 
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3. Pengangkatan Pegawai Bppeda sebanyak 14 orang pada tahun 1976  
4. Kantor Bappeda menumpang di Gedung kantor  BUCD (Badan Urusan Cees 
Daerah) Jalan Cut Nyak Dien Pada Tanggal 15 Juli 1976  
5. Kepres No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda dan Mencabut 
Kepres No.15 1974 
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.183 Tahun 1980 Tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan II 
7. Peraturan Daerah No.3 Tahun 1983 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Bappeda Tingkat I Riau 
8. Surat Keputusan Gubernur Riau Tanggal 29 Mei 1985 Tentang Personil 
Bappeda Dari Unsur Perguruan tinggi dan Pemda  
9. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No.Kpts 638/IX/1992 Tanggal 24 
September 1992, Tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil/ Dosen Dari 
Universitas Riau Yang Bekerja Pada Bappeda Tingkat I Riau  
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau 
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2.2 Visi dan Misi Badan perencanaan pembangunan Daerah provinsi Riau 
Visi Bappeda sesuai RENSTRA Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 
yaitu : 
"Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas 
melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas" 
Adapun Penjabaran dari visi tersebut yaitu: 
1. Berkualitas adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab 
dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap 
dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangun 
2. Profesional menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan 
menjaga kaidah-kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi 
perencanaan yang modern 
3. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai 
yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas pelayanan publik. 
Adapun Misi Bappeda yaitu : 
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan 
menuju lembaga perencana yang profesional 
3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. 
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2.3 Tugas dan Fungsi 
Tugas:  
Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 tentang organisasi 
dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, Bappeda mempunyai tugas pokok : 
1) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah dan penataan ruang (wilayah) 
2) Menyusun rencana umum tata ruang daerah (wilayah) RTRW dan 
melakukan pengamatan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
di lapangan. 
3) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, 
mengkoreksi, dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang 
diusulkan oleh SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sebelum 
menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tersusun 
KUA-PPAS dan menjadi RAPBD. 
4) Bersama dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi Riau mengkoordinir  
Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Plafon dan 
Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi 
Riau. 
5) Menyusun dan Mengevaluasi RPJP,RPJM (daerah berdasarkan visi dan  
misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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6) Mengevaluasi Renstra – SKPD yang ditetapkan dengan peraturan 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan  
dengan RPJM Daerah. 
7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program/ kegiatan dari 
SKPD yang sudah dan akan dilaksanakan baik yang bersumber dari 
APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat serta 
menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
8) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis khusus di bidang 
pembangunan dan tata ruang. 
9) Bersama tim menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir 
jabatan Gubernur Riau di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. 
10) Mengkoordinir dalam rangka perencanaan kegiataan pembangunan 
antar daerah, wilayah dan kerjasama luar negeri. 
Fungsi : 
Adapun beberapa fungsi kerja BAPPEDA adalah: 
1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. 
2. Pengambilan keputusan 
3. Perencanaan pembangunan dan statistic 
4. Pengorganisasian 
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5. Pelayananan umum dan teknis perencanaan pembangunan dan statistik  
serta tata ruang  
6. Pengendalian, pengarahan, pembinaan dan pembimbingan di bidang 
perencanaan pembangunan, statistik dan tata ruang. 
7. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 
8. Pelaksanaan rencana kerja 
9. Pembiayaan 
10. Penelitian, pengkajian dan survey menyangkut kebijakan perencanaan 
pembangunan. 
11. Pelaporan dan evaluasi sesuai dengan tupoksi. 
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Gambar 2.4                                
Struktur Organisasi     PETA JABATAN BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(sumber: Website Bappeda Provinsi Riau)  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan 
Kepala UPT Riau STP 
Kasubbag TU UPT  Riau 
STP 
Kasi Penerapan 
teknologi UPT 
Riau STP 
Kasi inkubasi 
Bisnis UPT Riau 
STP 
Sekretaris 
Kasubbag 
Perencanaan Program 
Subbagian 
keuangan,perlengka
pan dan pengelolaan 
Barang milik Negara 
Subbagian umum dan 
Kepegawaian 
Bidang perencanaan,pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
Bidang Perekonomian 
dan sumber daya alam 
Bidang Infrastruktur dan 
kewilayaham 
Bidang Penelitian dan 
pengembangan  
Subbidang perencanaan dan 
pendanaan 
Subbidang data & informasi 
pembangunan daerah 
Subbidang Pengendalian,Evaluasi 
dan  pelaporan 
Subbidang pemerintahan 
dan pemberdayaan 
Masyarakat,ketenagakerjaan 
& transmigrasi 
Subbidang 
pendidkan,budaya & 
pemuda 
Subbidang kesehatan dan 
keluarga berencana 
Subbidang 
perdangangan,industri & 
koperasi,penanaman 
modal dan keuangan 
Subbidang Pariwisata 
Subbidang lingkungan 
hidup,kehutanan,pertanian,
kelautan dan perikanan 
Subbidang Perhubungan, 
Energi, Sumber Daya 
Mineral, Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan 
Persandian 
Subbidang  Pekerjaan 
Umum, Perumbahan dan 
Kawasan Permukiman 
Subbidang Pekerjaan Tata 
Ruang dan Pertanahan 
Subbidang Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
Subbidang Penelitian dan 
Pengembangan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam 
Subbidang Penelitian dan 
Pengembangan 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
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2.5 Uraian Tugas (Job description) Bagian/ Unit Kerja  
 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau mempunyai 
tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
       Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau memiliki 
beberapa bidang /unit kerja, yaitu : 
2.5.1 Bidang Sekretariat 
 Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, 
Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, 
organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta 
koordinasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris 
menyelenggarakan fungsi:  
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;  
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 
 tugas di lingkungan Sekretariat;  
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala 
 Dinas;Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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Bidang sekretariat terdiri atas : 
a) Subbidang Umum dan Kepegawaian 
Subbidang Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian 
Kepegawaian dan Umum 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian 
dan Umum. 
c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 
d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. 
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan  (ANJAB), 
Analisa Beban Kerja (ABK), peta  jabatan, proyeksi kebutuhan 
pegawai, standar kompentensi, dan evaluasi jabatan. 
b) Subbidang Keuangan dan Perlengkapan 
Subbidang Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas sebagai 
berikut : 
a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian 
Keuangan dan Perlengkapan. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil   pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 
Keuangan dan Perlengkapan. 
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c. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 
d. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset. 
e. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan 
pelaksanaan kegiatan. 
c) Subbidang Perencanaan Program 
Subbidang Perencanaan Program memiliki tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian 
Perencanaan Program. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 
hasil   pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 
Perencanaan Program. 
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Subbagian Perencanaan Program. 
d. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 
program/kegiatan dari masing-masing bidang. 
e. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja, Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja. 
f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar 
Operasional  Prosedur (SOP). 
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g. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi  musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah 
perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis. 
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan 
Program. 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
2.5.2 Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan     
 Pembangunan Daerah 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi tugas pada Subbidang Perencanaan  Makro, Subbidang Perencanaan 
Pembangunan dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 
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2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan; 
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah terdiri atas : 
a) Subbidang Perencanaan Makro 
Kepala subbidang perencanaan makro mempunyai tugas : 
a. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Makro. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan 
Makro. 
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. 
d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan 
perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah; 
20 
 
 
 
e. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan 
perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah 
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan. 
b) Subbidang Perencanaan Pembangunan 
       Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Perencanaan Pembangunan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan 
Pembangunan. 
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan 
perencanaan pembangunan tahunan. 
4. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan 
perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data untuk 
mengetahui perkembangan pembangunan. 
5. Melaksanakan analisa dan  pengkajian perencanaan pembangunan 
tahunan. 
6. Melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah, 
kebijakan dan program pembangunan tahunan. 
7. Melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan 
perencanaan pembangunan tahunan. 
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8. Melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan tahunan. 
9. Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan 
pembangunan tahunan. 
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan tahunan. 
11. Melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen rencana kerja 
perangkat daerah; 
12. Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan kabupaten/kota. 
13. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan 
Pembangunan. 
15.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
c) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 
Subbidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. 
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2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian 
dan Evaluasi. 
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan provinsi dan kabupaten/kota. 
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan provinsi dan kabupaten/kota. 
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil 
pelaksanaan  pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan provinsi dan kabupaten/kota. 
2.5.3 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas 
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang 
Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Pendidikan, Budaya, 
Pemuda dan Ketenagakerjaan dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga 
Berencana. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 
menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.  
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia. 
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 
kepada kepala Badan. 
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas: 
a) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan 
dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan  Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum, Perlindungan  Masyarakat, Administrasi 
Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan  Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan  Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat 
Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
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Perlindungan  Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan 
Kementerian/Lembaga urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan  Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat. 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
b) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan 
Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan 
mempunyai tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan, 
Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan. 
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3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan  
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, 
Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan. 
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan  
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat 
Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, 
Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan  
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan 
Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan  
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9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendidikan, 
Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan. 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
c)  Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 
 Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesehatan 
dan Keluarga Berencana. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian 
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Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. 
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat 
Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan 
Kementerian/Lembaga urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan 
Keluarga Berencana. 
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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2.5.4 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 
      Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas 
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Industri, 
Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang 
Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral serta 
Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam. 
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 
kepada kepala Badan. 
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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 Adapun Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas : 
a) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal 
dan Keuangan 
Kepala Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal 
dan Keuangan mempunyai tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal 
dan Keuangan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Industri, 
Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, 
Penanaman Modal dan Keuangan. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Industri, Perdagangan, 
Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
31 
 
 
 
tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman 
Modal dan Keuangan. 
b) Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan 
Sumber Daya Mineral 
  Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata 
dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber 
Daya Mineral. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Lingkungan 
Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, 
Pariwisata dan Sumber Daya Mineral. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, 
Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral. 
 
32 
 
 
 
c) Subbidang pertanian, Kelautan dan Perikanan 
Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai 
tugas : 
1. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan 
Perikanan. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan  tugas bawahan di lingkungan Subbidang 
Pertanian, Kelautan dan Perikanan. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan  daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan  Pertanian, Pangan, Kelautan dan 
Perikanan. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja  Perengkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, 
Kelautan dan Perikanan. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan  pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan  Pertanian, Pangan, Kelautan dan 
Perikanan. 
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2.5.5 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pekerjaan Umum, 
Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, 
Permukiman dan Transmigrasi dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang. 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan.  
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan. 
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 
kepada kepala Badan. 
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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Adapun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas : 
a) Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan 
Komunikasi, Informasi dan Persandian 
Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan 
Komunikasi, Informasi dan Persandian mempunyai tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan 
Komunikasi, Informasi dan Persandian. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan 
Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan 
Persandian. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, 
Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, 
Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
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tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan 
Komunikasi, Informasi dan Persandian. 
b) Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi 
Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi 
mempunyai tugas :  
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perumahan, 
Permukiman dan Transmigrasi. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman dan Transmigrasi. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman dan Transmigrasi. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
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tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 
Transmigrasi. 
c) Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang 
Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai 
tugas : 
1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada 
Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang. 
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan 
dan Penataan Ruang. 
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang. 
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan 
Ruang. 
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses 
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang. 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab 
sebelumnya,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dalam suatu perusahaan 
maupun instansi 
2. Pengendalian internal adalah prosedur dan proses yang digunakan perusahaan 
untuk melindungi aset perusahaan 
3. Tujuan pengendalian internal adalah Menjaga keamanan harta milik suatu 
organisasi Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan 
tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.  
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan 
(BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau memiliki sistem pengendalian kas yang 
yang efektif karena terdapat pemisahan tugas dalam pencatatan dan tanggung 
jawab sesuai dengan unsur-unsur pengendalian yang baik. Dalam pelaksanaan 
sistem penerimaan dan pengeluaran kas, telah berjalan sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang ada. Setiap transaksi pengeluaran kas ditinjau langsung 
oleh pimpinan Instansi agar tidak terjadi kecurangan dan setiap pengeluaran 
Kas diotorisasi oleh pihak yang berwenang.  
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4.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 
memberikan saran agar bermanfaat bagi Sistem pengendalian internal kas pada 
BAPPEDALITBANG yaitu Sebaiknya rekonsiliasi bank perlu dilakukan oleh 
Instansi itu sendiri, tidak hanya dilakukan dari pihak lain. Agar untuk mengetahui 
kesesuaian pencatatan saldo kas yang ada di Bank dengan catatan yang ada di 
buku kas umum Instansi dan jika mengalami perbedaan saldo, instansi dapat 
turun langsung dalam mengatasi masalah tersebut. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU 
Sistem Akuntansi penerimaan kas 
 
1. Dari mana sumber penerimaan kas pada bappeda? 
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas 
3. Bagaimana prosedur atau alur pengendalian dalam penerimaan kas? 
4. Bagaimana unsur pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan 
kas pada bappeda? 
Sistem Akuntansi pengeluaran kas 
 
1. Apa saja kegiatan operasional yg dapat menyebabkan terjadinya 
pengeluaran kas 
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 
3. Bagaimana Prosedur atau alur pengendalian dalam pengeluaran kas 
4. Bagaimana unsur pengendalian internal pada sistem akuntansi pengeluaran 
kas pada bappeda? 
Efektivitas sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 
 
1. Berapa jumlah penerimaan kas pertahun? 
2. Berapa jumlah pengeluaran kas pertahun? 
3. Apakah pembagian wewenang sudah berjalan cukup baik ? 
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